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BAB  V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui 

Keadilan Restorative Justice belum diatur dalam hukum positif, akan tetapi 

penyelesaian perkara melalui Restorative Justice telah banyak dilakukan dengan 

merujuk beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan penyelesaian perkara 

melalui Restorative Justice, antara lain: Pasal  82  KUHP; Pasal  18  Undang-

undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik Indonesia 

(Diskresi);  Pasal 60 Undang-Undang  Nomor   48  Tahun  2009   tentang  

Kekuasaan Kehakiman;  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Surat Kapolri 

No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang 

Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Jo Pasal 8 

Surat Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi/Lembaga Negara Tentang 

Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum; dan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Polri. 

2. Akibat Hukum  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 

Melalui Keadilan Restorative Justice,  bahwa perjanjian perdamaian merupakan 

awal dari terbitnya akta perdamaian (acte van dading) dari pengadilan (hakim) 
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yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula incraht van 

gewijsde.  Akan tetapi kalau perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kepastian 

hukum. Walaupun pelaku telah bertanggungjawab dalam tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak 

menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 

1187.K/Pid/2011 bahkan dalam Putusan MA No.2174 K/Pid/2009 terdakwa 

tetap dikenakan hukuman. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis  merekomendasikan: 

1. Kepada pembuat kebijakan  bahwa apabila dilakukan revisi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar dibuat 

pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui 

Restorative Justice. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Restorative 

Justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan 

menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Restorative Justice makna 

tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada 

umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan 

kemasyarakatan. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan 

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, 

masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan 

penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. 
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2. Kepada pihak pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam 

melakukan perdamaian sebaiknya melalui pengadilan (hakim). Karena 

penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari perspektif 

Restorative Justice maka penyelesaian melalui sarana mediasi penal dapat 

dipandang sebagai hal yang penting untuk dilakukan dan perlu mendapatkan 

payung hukum agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. 

Penyelesaian perkara melalui sarana mediasi penal perspektif Restorative Justice 

dapat dilakukan dengan mengedepankan panel musyawarah, untuk 

keseimbangan. 
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